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Abstrak 

Perhubungan Kota Palembang melalui pendekatan Collaborative Governance. Metode penelitian 
yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara 
mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 
dan penegakkan retribusi di Kota Palembang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 
termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi antara pihak- pihak tersebut 
tercermin dalam koordinasi dan komunikasi yang efektif, meskipun masih terdapat beberapa 
kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi dari masyarakat. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa model Collaborative Governance mampu meningkatkan efektivitas 
penerapan dan penegakkan retribusi, namun membutuhkan komitmen dan partisipasi aktif dari 
semua pihak terkait. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia, penguatan regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 
retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. 
 

Kata kunci: 
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Pendahuluan 

Kota Palembang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, menghadapi tantangan yang 

semakin kompleks dalam pengelolaan transportasi dan lalu lintas{Formatting Citation}. Salah 

satu aspek penting dalam pengelolaan ini adalah penerapan dan penegakan retribusi (Meads et 

al., 2017), yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Perhubungan Kota Palembang. Namun, 

dalam pelaksanaannya, pendekatan tradisional yang bersifat top-down (Gugu & Dal Molin, 2016) 

dan terpusat pada pemerintah seringkali menghadapi berbagai kendala(Keyim, 2018). Banyak 

permasalahan yang ada berhubungan kapasitas dengan sistem layanan untuk beradaptasi dan 

memanfaatkan pengetahuan (Ii et al., 2018). 

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan dan penegakan retribusi daerah, 

seperti masyarakat seringkali menolak kebijakan retribusi karena dianggap sebagai beban 

tambahan. Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat retribusi bagi peningkatan pelayanan publik 

juga dapat menyebabkan resistensi ini, pengawasan yang lemah dan kurangnya penegakan 

aturan menyebabkan kebijakan retribusi sulit dijalankan secara efektif (Li et al., 2022). Hal ini 

dapat disebabkan oleh kurangnya petugas pengawas, minimnya teknologi pendukung, dan 
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ketidakjelasan sanksi bagi pelanggar, sumber daya manusia dan infrastruktur yang terbatas 

dapat menghambat implementasi kebijakan retribusi (Sandover, 2020). Misalnya, kurangnya 

tenaga ahli, fasilitas yang tidak memadai, dan minimnya anggaran untuk mendukung operasional 

kebijakan tersebut, masyarakat mungkin tidak menyadari pentingnya retribusi dalam 

mendukung pelayanan publik (Widianingsih et al., 2021). Edukasi yang kurang mengenai 

bagaimana retribusi digunakan untuk pembangunan dan peningkatan layanan publik dapat 

menyebabkan rendahnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat, dan implementasi kebijakan 

retribusi seringkali memerlukan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah. Koordinasi 

yang lemah dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal, misalnya, kurangnya 

sinkronisasi data, ketidaksepahaman mengenai prosedur, dan lambatnya respon dalam 

menyelesaikan masalah yang muncul (M. Wang & Peng, 2023). 

Dalam mendukung pelayanan publik yang terukur, transparan, dan akuntabel, penerapan 

administrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting (Situmeang, 2024). 

Administrasi sebagai fungsi manajemen birokrasi memicu keseriusan dan ketepatan dalam 

bekerja (Cabral & Krane, 2018), sehingga dinas perhubungan mampu melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan efisien (Ran & Qi, 2018). SOP membantu memastikan kualitas dan 

akuntabilitas pelayanan publik secara konsisten dan efisien (Hafer, 2018).  

Collaborative Governance melibatkan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil (Ansell & Gash, 2008). 

Pendekatan ini bertujuan untuk:  
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Dalam konteks Kota Palembang, penerapan Collaborative Governance oleh Dishub dalam 

hal retribusi merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang ada (Quayle et al., 

2019). Ini melibatkan pergeseran dari model pemerintahan tradisional ke pendekatan yang lebih 

partisipatif dan berorientasi pada kemitraan (Clarke, 2017). Inisiatif ini juga sejalan dengan tren 

global menuju tata kelola perkotaan yang lebih cerdas dan berkelanjutan (Meijer & Bolívar, 

2016). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Dishub Kota Palembang 

berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan retribusi sekaligus meningkatkan 

kualitas layanan kepada masyarakat (Steels, 2015; van der Heijden, 2015). 

Namun, implementasi Collaborative Governance bukanlah tanpa tantangan. Diperlukan 

perubahan mindset (Cheng et al., 2015), peningkatan kapasitas kelembagaan (Kim & Siddiki, 

2018), dan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat (Getha-Taylor et al., 2019). 

Keberhasilan pendekatan ini akan sangat bergantung pada kemampuan Dishub Kota Palembang 

untuk membangun dan memelihara hubungan yang produktif dengan berbagai pemangku 

kepentingan (Berends et al., 2016). Selain itu, perlu ada upaya terus-menerus untuk mengatasi 

hambatan koordinasi antar lembaga dan mengintegrasikan berbagai perspektif guna 

menciptakan solusi yang efisien (Galloway et al., 2013). 

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat 

sebagai imbalan atas jasa atau layanan tertentu yang disediakan oleh pemerintah (Amoah et al., 

2023). Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Rum, 2018) 

seperti, Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh masyarakat (Massam, 2002). Contohnya retribusi 

parkir, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (Osborne et al., 

2013). Retribusi Jasa Usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial 

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta (Klievink et al., 2016). Contohnya 

seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pasar grosir dan pertokoan, serta 

retribusi pemakaian aset daerah (Abbiasov & Sedov, 2023) dan Retribusi Perizinan Tertentu yang 

dikenakan atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan (Heinze, 2001), pengaturan (Whitelaw 

et al., 2001), pengendalian (Dougherty, 1995), dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan 

ruang, penggunaan sumber daya alam (Venables, 2016), atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum (Cordes, 1999). Contohnya retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin 

tempat penjualan minuman beralkohol, dan retribusi izin gangguan (Rosa- Jiménez et al., 2017). 

Tujuan retribusi meliputi beberapa aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan 

(Type & Milner, 2024) dan pelayanan kepada masyarakat. Pertama, retribusi berfungsi untuk 
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meningkatkan pendapatan asli daerah (Aas et al., 2018). Dengan mengumpulkan dana dari 

masyarakat yang memanfaatkan layanan atau fasilitas tertentu (Benjamin et al., n.d.), pemerintah 

daerah dapat menggunakannya untuk membiayai kegiatan operasional (J. Wang et al., 2021) dan 

pembangunan daerah (Gennaioli et al., 2011). Hal ini mengurangi ketergantungan pada dana dari 

pemerintah pusat (Xu et al., 2016) dan mendorong kemandirian finansial daerah (Kuroda & 

Kawai, 2003). Kedua, retribusi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan public (Perry, 

2020). Dana yang terkumpul digunakan untuk pemeliharaan, perbaikan, peningkatan berbagai 

layanan dan fasilitas publik seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur 

(Colgrove, 2010). Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih baik dan 

memadai. Ketiga, retribusi berperan dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas masyarakat 

(Aiken et al., 2011). Melalui retribusi perizinan tertentu, pemerintah dapat memastikan bahwa 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak 

merugikan kepentingan umum, dan teratur dengan baik (Hamiltont, 1972). Hal ini juga 

mencakup pengendalian penggunaan sumber daya, alam, pemanfaatan ruang, dan kegiatan usaha 

(Holling and Meffe.Pdf, 2005). Keempat, retribusi membantu mencapai keadilan social (Bradley, 

2004). Dengan membebankan biaya layanan publik kepada mereka yang secara langsung 

memanfaatkannya, retribusi memastikan bahwa beban biaya tersebut didistribusikan secara 

adil. Ini berarti bahwa masyarakat yang lebih banyak menggunakan atau memperoleh manfaat 

dari layanan publik turut berkontribusi lebih besar dalam pembiayaannya (Prihasta & Suswanta, 

2020). 

 

Metode 

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi menjelaskan penelitian kualitatif 

adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek 

penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa (Dale 

et al., 2012), pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah (Guariso et al., 2023). Metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus akan 

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kolaborasi antar pihak yang terlibat serta 

tantangan dan solusi yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan 

penegakkan retribusi di Kota Palembang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk 

pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. 
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Hasil dan Pembahasan 

1. Start implementation at the Palembang City Transportation Department 

Di era modern ini, Collaborative Governance di Dinas Perhubungan Kota Palembang 

memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat 

menghasilkan sistem yang lebih efektif dan responsif dalam pengelolaan sektor perhubungan, 

termasuk dalam penerapan dan penegakan retribusi. Collaborative Governance atau Tata Kelola 

Kolaboratif adalah pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk 

bekerjasama dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan, dan menegakkan aturan. Dinas 

Perhubungan Kota Palembang memulai inisiatif dengan mengedukasi masyarakat tentang 

pentingnya retribusi melalui berbagai kampanye informasi, untuk memastikan pemahaman yang 

mendalam mengenai manfaat dan prosedur pembayaran retribusi. Mereka berkolaborasi dengan 

perusahaan teknologi untuk menciptakan solusi digital seperti aplikasi pembayaran dan sistem 

pemantauan, yang mempermudah proses retribusi dan meningkatkan transparansi. 

Dinas Perhubungan menyusun dan menerapkan peraturan mengenai tarif, prosedur 

pembayaran, dan sanksi bagi pelanggaran, untuk memastikan kepatuhan dan ketertiban dalam 

pengelolaan retribusi. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, mereka juga melakukan 

pemantauan dan evaluasi secara berkala serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk 

meningkatkan sistem. Dana yang diperoleh dari retribusi digunakan untuk memperbaiki dan 

mengembangkan infrastruktur transportasi, yang secara langsung meningkatkan kualitas 

layanan publik bagi masyarakat. 

 

2. Implementation and Enforcement of the Palembang City Levy 

Penegakan retribusi yang efektif sangat bergantung pada konsistensi dalam penerapan sanksi, 

transparansi dalam proses penegakan hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi 

aturan. Adanya sanksi bagi pelanggar yang berfungsi untuk mencegah atau menghalangi tindakan 

yang tidak diinginkan melalui ancaman dan penerapan hukum. Masih ada tantangan dalam 

konsistensi penegakan, terutama dalam hal pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran 

kecil. Pemerintah harus memastikan bahwa semua pelanggar mendapatkan sanksi yang sesuai, 

tanpa diskriminasi. Transparansi dalam proses penegakan hukum juga harus ditingkatkan untuk 

membangun kepercayaan masyarakat. 

Dalam konteks Dinas Perhubungan Kota Palembang, penerapan retribusi adalah strategi 

untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menjamin keberlanjutan layanan transportasi 

dan infrastruktur publik. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menunjukkan efektivitas 

kolaborasi: 
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1. Semua pihak yang terlibat memiliki visi dan misi yang sama dalam meningkatkan layanan 

transportasi dan mengoptimalkan penerimaan retribusi. 

2. Melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan 

lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. 

3. Menyusun dan menerapkan regulasi yang jelas mengenai retribusi, termasuk tarif, 

prosedur pembayaran, dan sanksi bagi pelanggaran. 

4. Menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai proses retribusi dan penggunaan 

dana yang terkumpul, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif. 

 

3. Evaluation of Implementation and Enforcement of Levies 

Penerapan dan penegakan retribusi di Kota Palembang sudah berjalan dengan baik, tetapi 

masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai tingkat efektivitas yang lebih 

tinggi. Collaborative governance, yang melibatkan berbagai pihak, merupakan kunci dalam 

menciptakan sistem yang transparan, adil, dan efektif. Konsep ini mengacu pada kerjasama erat 

antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan, perancangan 

kebijakan, dan pelaksanaan program-program publik. Dalam konteks retribusi, kolaborasi ini 

sangat penting untuk memastikan keadilan dalam pemungutan dan penggunaan dana serta untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya. 

Sebagian besar responden merasa bahwa sanksi yang diterapkan sudah cukup adil, 

namun ada saran untuk meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum. Partisipasi 

masyarakat dalam memberikan masukan masih dianggap kurang optimal, meskipun Dinas 

Perhubungan telah berusaha melibatkan masyarakat. Tingkat partisipasi dalam proses 

pembuatan kebijakan retribusi perlu ditingkatkan agar mendapatkan masukan yang lebih 

beragam. Kolaborasi antara Dinas Perhubungan, pihak swasta, dan organisasi masyarakat 

dianggap baik, tetapi masih ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat memberikan masukan berharga, 

memperkuat sistem, dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Evaluasi rutin terhadap 

efektivitas penegakan retribusi diperlukan untuk menilai tingkat kepatuhan dan 

mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas penerapan dan penegakan retribusi. 

Penegakan retribusi dianggap cukup efektif, dengan sanksi bagi pelanggar berfungsi 

untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan melalui ancaman dan penerapan hukum. 

Namun, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi penegakan, terutama dalam hal 

pengawasan dan penanganan pelanggaran kecil. Sebagian besar responden menilai sanksi yang 

diberikan cukup adil, tetapi ada saran untuk meningkatkan transparansi dalam proses penegakan 
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hukum. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan masih dianggap kurang optimal, 

meskipun Dinas Perhubungan telah berusaha melibatkan masyarakat. Tingkat partisipasi dalam 

pembuatan kebijakan retribusi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan masukan yang lebih 

beragam. Kolaborasi antara Dinas Perhubungan, pihak swasta, dan organisasi masyarakat dinilai 

baik, namun masih ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Kerjasama ini diharapkan 

dapat meningkatkan efektivitas penerapan dan penegakan retribusi. 

 

Kesimpulan 

Collaborative Governance di Dinas Perhubungan Kota Palembang menunjukkan 

bagaimana kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi antar 

lembaga pemerintah dan pihak terkait di Kota Palembang dalam penerapan dan penegakkan 

retribusi oleh Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa pendekatan tata kelola yang melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem retribusi. 

Melalui mekanisme collaborative governance, Dinas Perhubungan mampu menjalin kerjasama 

dengan instansi terkait, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan dan 

optimalisasi pendapatan daerah dari retribusi. Namun, tantangan seperti koordinasi antar 

lembaga, transparansi, dan akuntabilitas perlu terus diatasi untuk memperkuat implementasi 

dan penegakan kebijakan retribusi yang lebih baik.  
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